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Abstrak
Internet merupakan salah satu dampak dari kemajuan Teknologi dan Informasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun keberadaan internet seperti pedang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dilakukannya kejahatan. Kegiatan seperti periklanan dengan menggunakan media internet melalui situs jual beli gratis, dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengiklankan barang-barang yang oleh hukum tidak boleh diperjualbelikan seperti bayi dan organ ginjal. Akan tetapi pengaturannya belum diatur dalam UU ITE, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan apakah pemasangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang mengkaji UU ITE dan UU lain yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan historis

Perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet merupakan tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang meliputi 1.Adanya pemasang iklan atau pelaku 2.Melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil) 3.Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Meskipun belum ada aturan yang mengaturnya secara formil, namun perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena telah melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mendorong terjadinya human trafficking dan melanggar UU kesehatan.

Perbuatan menayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet merupakan tindak pidana dan dapat dikategorikan sebagai cybercrime, maka seharusnya ditambahkan dalam UU ITE mengenai ketentuan pidana terhadap setiap orang yang menayangkan iklan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar pelakunya dapat dikenai sanksi.





Internet is one of the impact of technology advances and information that are beneficial to human life. But the existence of the Internet as a double-edged sword, in addition to contributing to the enhancement of human well-being, and effective means of doing evil. Activities such as advertising using internet media buying and selling through the site free, exploited by some unscrupulous to advertise items that by law should not be bought and sold like a baby and kidney. However, the settings have not been set in the ITE Law, so the researchers were interested in whether the issues raised advertising sales people and human organs in the internet through free trading site can be classified as a criminal offense?

This research is a normative study that examines the ITE Law and other laws related to the problem. The type of material used consisted of legal primary legal materials, secondary and tertiary to be processed and classified for later review. The approach used in this study is the approach to legislation, conceptual and historical.

Deeds baby ad sales and kidney via the Internet is a crime, because it has met the elements to be considered as a criminal offense that includes 1. There are advertiser or actors 2. Against values ​​that live in the community (unlawful material) 3. There are not excuses and justification. Although there are no formal rules that govern it, but such actions can be classified as a criminal offense for violating the values ​​that live in the community, and to encourage human trafficking and violation of health laws.

Deeds ran the advertising sales of baby and kidney over the internet is a crime and can be categorized as cybercrime, it should be added in the ITE Law regarding criminal provisions against any person who broadcast advertising of goods that do not comply with the laws and regulations so that the perpetrators can be sanctioned.








Pada era globalisasi saat ini masyarakat modern telah banyak mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah kemajuan di bidang Teknologi Informasi (selanjutnya disebut sebagai TI), yang menyebabkan masyarakat semakin kritis dan semakin praktis. Salah satu bentuk kemajuan TI tersebut berupa internet. Keberadaan Internet dengan berbagai fasilitas dan layanannya  memunculkan satu dunia baru bagi para penggunanya, yang biasa disebut dengan dunia maya (cyberspace), merupakan salah satu hasil perkembangan yang luar biasa di dalam dunia TI, sehingga mampu merubah peradaban  manusia tradisional menjadi modern. Melalui dunia maya, masyarakat dapat melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan di dunia nyata, seperti belajar, belanja, bertransaksi, berkirim surat, serta memperluas hubungan sosial dengan siapa saja. Semua hal tersebut dapat dilakukan tidak hanya secara domestik, melainkan secara internasional.
Internet memang sudah merajai sendi-sendi kehidupan, bahkan banyak diantaranya yang menggantungkan hidupnya dari internet, karena internet juga dapat dijadikan media untuk bekerja dan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dilakukannya hubungan bisnis melalui internet. Pelaku usaha tidak lagi harus mengadakan pertemuan secara langsung atau bertatap muka untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan telah banyak tersedia situs-situs jual beli secara online, yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha serta konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli menggunakan media elektronik atau berbelanja secara online.
Perkembangan zaman, menimbulkan maraknya situs-situs jejaring sosial yang banyak diminati oleh anak muda bahkan orang dewasa dalam bergaul seperti facebook dan twitter, juga banyak bermunculan situs-situs jual beli online yang mulai ramai diperbincangkan, bahkan telah banyak peminat dan penikmatnya seperti kaskus.com, tokobagus.com, ekios.com, berniaga.com dan masih banyak yang lainnya. Situs-situs jual beli online tersebut menjadi media pertemuan bagi penjual dan pembeli, dengan cara disediakannya sarana untuk memasang iklan secara gratis. Sarana tersebut tidak memerlukan biaya apapun untuk transaksi, kecuali biaya pembelian kepada penjual. Faktor gratis atau tidak dipungut biaya sedikitpun itulah yang menjadikan situs jual beli online semakin marak peminatnya, karena dapat menjangkau masyarakat di semua kalangan. Pemanfaatan situs jual beli online tersebut dimulai dengan pemasangan iklan-iklan barang yang ingin dijual.
Prosedur pemasangan iklan yang ditetapkan oleh penyedia situs untuk penjual relatif sederhana yakni cukup membuka situs jual beli online yang ingin dipasangi iklan, lalu mengisi formulir, mendiskripsikan barang yang akan dijual, mengunggah foto, lalu iklan pun akan langsung terpasang asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur pemasangan iklan yang mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna situs jual beli online gratis ini. Hal tersebut yang menjadikan situs jual beli online selalu ramai dengan pemasang iklan yang ingin menjual barang-barang miliknya. Pada satu sisi lainnya kemudahan-kemudahan tersebut nampaknya juga menarik sebagian orang yang ingin menampilkan iklan penjualan barang-barang yang tidak resmi, tidak sah, dan melanggar hukum atau yang biasa disebut sebagai barang ilegal​[1]​, seperti beberapa kasus yang telah terjadi di bawah ini yang memanfaatkan situs jual beli sebagai sarana pemasaran penjualan bayi dan organ ginjal:
“Portal jual beli toko bagus kecolongan iklan jual beli bayi. Hal ini terjadi menjelang tahun baru lalu. Dimana seorang akun atas nama Farkhan itu mengiklankan penjualan 2 (dua) orang bayi seharga  Rp 10 juta. Dalam iklan itu dinyatakan bayi berusia 18 bulan. Spontan iklan yang muncul di twitter ini menimbulkan kecaman dari penggunanya. Pemasangan iklan itu telah terjadi pada tanggal 31-12-2012 dan pada tanggal 2-1-2013 iklan itu baru ditarik dari peredaran. Menyadari kekeliruannya pihak toko bagus segera menarik iklannya dari peredaran dengan bunyi seperti ini “Dear Tokobagusers, terima kasih atas input tentang pengiklan yang membuat iklan jual bayi. Iklan tersebut sudah di hapus dari situs kami,” tulis akun @tokobagus yang langsung di-twit ulang oleh puluhan pengguna twitter. Juru bicara toko bagus  Ichwan Sitorus melalui tempo menjelaskan pihaknya merasa kecolongan dengan adanya iklan jual bayi itu. Pengguna Iklan telah memanfaatkan celah situasi yang sedang overload menjelang tahun baru. Pemasang iklan tadinya mau memasang iklan perlengkapan bayi namun dalam iklan itu disusupi  iklan menjual bayi. Pihak toko bagus berjanji akan terus melakukan perbaikan agar kasus yang sama jangan sampai terulang lagi. Pihak toko bagus meminta para pengguna untuk melaporkan bila menemui kejanggalan pada admin.”​[2]​

Tidak hanya iklan penjualan bayi yang terpasang pada situs jual beli tokobagus.com, namun organ ginjal juga diiklankan untuk diperjual belikan yang penulis temukan pada situs jual beli gratis kaskus.com sebagaimana contoh kasus dibawah ini :
“ TANGERANG - Iklan penjualan organ tubuh (ginjal) kembali beredar di dunia maya, kali ini seorang pria yang mengaku bernama Fahmi Rahardiansyah warga Desa Talagasari, Kampung Cariu, Kabupaten Tangerang mengiklankan penjualan ginjalnya di www.kaskus.com (​http:​/​​/​www.kaskus.com​/​​). Pria yang mengaku Fahmi ini memposting penjualan ginjalnya pada Senin (11/3/2013) pukul 14.06 WIB. Dengan judul "saya jual ginjal yang minat masuk," Dalam postingnya, Fahmi menawarkan ginjalnya seharga Rp.50 juta. Bahkan Fahmi juga menyertakan nomer telefon dan rekening bank atas nama seseorang untuk memudahkan transaksi. Saat dihubungi di nomer yang tertera, Fahmi tidak berkenan mengangkat telefon. Dalam iklannya, Fahmi menceritakan bahwa uang penjualan ginjalnya akan dipergunakan untuk membantu pengobatan ayahnya yang sudah 3 tahun menderita darah tinggi. Bahkan ia mempersilahkan calon pembelinya untuk melihat kondisi ayahnya di alamat yang ia cantumkan. Informasi yang didapat, Fahmi sebelumnya sempat menerima beberapa telefon yang masuk dan menceritakan bahwa saat ini postingnya sudah dihapus karena sudah ada penggalangan dana​[3]​.

Perkembangan zaman mengakibatkan semakin berkembangnya kejahatan, begitu pula dengan perkembangan TI, turut andil dalam perkembang kejahatan di dunia maya (selanjutnya disebut sebagai cybercrime). Keberadaan internet seperti dua sisi mata uang yang berbeda, di satu sisi ikut berperan serta dalam pembangunan dengan cara menyediakan berbagai layanan untuk peran aktif dari masyarakat. Namun di sisi lain kemajuan ini berpotensi besar sebagai salah satu sarana kriminalitas. Sutanto membagi cybercrime menjadi dua, yaitu kejahatan yang menjadikan TI sebagai sasaran, dan kejahatan yang menjadikan TI sebagai sarana. Sebagai contoh kejahatan yang menjadikan TI sebagai sasaran adalah pengaksesan suatu sistem secara ilegal (hacking), perusakan situs internet dan server data (cracking) serta defacting. Sedangkan contoh kejahatan yang menjadikan sistem dan TI sebagai sarana adalah pembajakan (copyright atau hak cipta intelektual, dan lain-lain), pornografi, pemalsuan, dan pencucian kartu kredit (carding), penipuan lewat e-mail, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, situs sesat, terorisme, materi-materi internet yang  berkaitan dengan isu SARA, transaksi dan penyebaran obat terlarang, transaksi seks, dan lain-lain.​[4]​
	Penelitian ini akan membahas mengenai penyalahgunaan TI sebagai sarana dilakukannya kejahatan, sebagaimana contoh kasus yang telah diuraikan di atas yang mempergunakan internet sebagai sarana pemasangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal. Terdapat ketentuan dalam toko online mengenai penayangan iklan terkait dengan barang-barang yang tidak boleh diiklankan. Salah satunya yang terdapat dalam situs jual beli gratis tokobagus.com yang menyebutkan daftar barang/jasa yang tidak boleh diiklankan diantaranya​[5]​ : 
Senjata (termasuk senjata api, senapan angin dan benda yang mirip/sejenisnya), obat-obatan terlarang, blackmarket item, Barang kw, super premium, grade AAA/+++, suprem, barang bajakan, copy dari original, barang replika, branded wanna be, look alike, konten vulgar, pornografi, erotis, & sex, produk MLM, money games, PPC, cepat kaya dan sejenisnya, asuransi, kartu kredit, KTA dan sejenisnya, database, jual data nasabah, alat bantu sex, vibrator, obat sex, obat kuat, enlargement, perangsang, pemerah puting, pemutih selangkangan, alkohol dan minuman keras lainnya, organ tubuh manusia dan manusia (human trafficking), barang hasil kejahatan tanaman & binatang yang dilindungi (termasuk bagian tubuh, seperti taring, cakar, air keras, kulit dll), jasa hacking (peretas), jasa pemalsuan dokumen, jual ijazah, jual sertifikat, jasa pijat (++), jasa escort, pekerja seks komersial, jasa jailbreak, minyak, pelet, jasa santet, teluh, bahan peledak berbahaya, produk atau jasa yang melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah.

Berbanding terbalik dengan hal diatas pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak beredar bahkan semakin marak pemasangan iklan barang ilegal pada situs-situs jual beli online secara gratis sebagaimana contoh kasus di atas. Atas dasar kasus tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kasus penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal yang telah beredar di internet.
Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjelaskan mengenai beberapa materi perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU ITE, diantaranya: 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE); 2. akses ilegal (pasal 30); 3. intersepsi ilegal (pasal 31); 4. gangguan terhadap data (data interference, pasal 32 UU ITE); 5. gangguan terhadap sistem (system interference, pasal 33 UU ITE); 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, pasal 34 UU ITE), namun tidak dijelaskan secara implisit mengenai larangan pemasangan iklan barang yang oleh hukum dilarang untuk diperjualbelikan dalam UU ini, sehingga belum ada sanksi yang tegas terhadap pengunggah iklan-iklan yang melanggar ketentuan barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk di iklankan. Padahal iklan tersebut jelas telah menimbulkan polemik tersendiri dalam masyarakat.
Peneliti akan menganalisis permasalah berikut dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut akan melihat bagaimana pengaturan perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal dalam peraturan perundang-undangan atau konvensi-konvensi. Pendekatan lain yang akan digunakan adalah pendekatan historis, yang mana untuk mengetahui awal mula dibentuknya UU ITE. Pendekatan terakhir adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep akan membantu untuk mengetahui perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal berdasarkan pendapat-pendapat maupun teori-teori yang telah ada.
Penelitian ini akan membahas secara lebih spesifik mengenai kejahatan yang menjadikan TI sebagai sarana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menguraikan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang masuk dalam kategori perbuatan pidana yang menggunakan TI sebagai sarana sebagaimana diatur dalam pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE yakni, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar golongan (SARA), melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pemanfaatan internet untuk menayangkan iklan suatu produk tertentu merupakan salah satu pemanfaatan internet sebagai sarana. Bilamana terdapat oknum yang melakukan pemasangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet, maka ia telah menyalahgunakan internet sebagai sarana. Pada tahap selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan penayangan penjualan bayi dan organ ginjal yang ditayangkan melalui internet dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan, yang akan dianalis dengan perundang-undangan yang terkait.
Pada akhir penelitian berikut akan didapatkan preskriptif atau penilaian penulis mengenai pengiklanan bayi dan organ ginjal melalui internet, berdasarkan unsur perbuatan pidana.
Penelitian berikut diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pembaca, yakni memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan periklanan penjualan bayi dan organ ginjal manusia melalui internet, serta sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sejenis permasalahannya dengan sudut pandang berbeda.
Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk maupun memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet, menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, serta memperkaya referensi dan literatur kepustakaan sistem hukum acara pidana mengenai tindak pidana dunia maya (cybercrime), yang semakin banyak dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yakni penelitian yang mengkaji perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dunia maya (cybercrime) khususnya mengenai penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet.




3.1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik tidak Mengatur Periklanan

Perkembangan jaman menimbulkan kemajuan disegala bidang tidak terkecuali dalam bidang teknologi, dan kemajuan terbesar dari teknologi adalah lahirnya internet. Lahirnya internet menjadikan kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah, komunikasi manusia dalam bergaul dan berbisnis yang dulunya harus dilakukan dengan media pertemuan serta bertatap muka secara langsung kini tidak lagi, karena internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas (borderless).
Keberadaan internet juga menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan manusia, karena intensitas manusia yang semakin hari semakin bertambah dengan media elektronik internet, melahirkan celah untuk dilakukannya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Sehingga dapat dikatakan internet seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana efektif dilakukannya kejahatan​[6]​. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakatan itu sendiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat​[7]​.
Salah satu contohnya adalah pemanfaatan internet sebagai media untuk berbisnis dalam bidang jual beli secara online yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli secara online memang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan cara konservatif. Seseorang bisa menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh orang lain hanya dengan memasang iklan melalui sarana elektronik yaitu internet, dan dalam waktu singkat transaksi bisa disepakati. Hal tersebut menyebabkan beberapa pihak mengambil risiko dengan menawarkan produk-produk kontroversial di internet.
Beberapa iklan kontroversial saat ini banyak beredar di dunia maya,  khususnya terdapat pada beberapa akun situs jual beli gratis yang cukup meresahkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan barang yang ditawarkan merupakan jenis barang ilegal, dimana barang tersebut merupakan barang-barang yang oleh undang-undang tidak boleh diperdagangkan atau diperjual-belikan, diantaranya iklan penjualan sepasang bayi dan iklan penjualan ginjal.
Pada tanggal 30 Desember 2012 dalam situs jual beli online tokobagus.com, seseorang dengan nama akun Farkhan menawarkan bayi lucu berusia 18 bulan lengkap dengan fotonya, dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)​[8]​. Kemunculan iklan tersebut tentu saja menimbulkan keresahan dan banyak komentar dari para pengguna internet, karena penjualan bayi adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan manusia pertama kali di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 yang menyatakan, ”Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 324 KUHP juga menyatakan bahwa, ”Barang siapa dengan biaya sendiri atau dengan biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Selain itu, terdapat peraturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai larangan perdagangan manusia, yaitu dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2, yang menyatakan bahwa,
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya, bahwa dengan latar belakang keistimewaan yang dimiliki oleh seorang anak, maka menimbulkan adanya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan mengatur mengenai anak. Hal tersebut disebabkan diperlukannya perlindungan yang lebih khusus terhadap anak yang merupakan manusia yang belum memiliki kemampuan seperti orang dewasa dan cenderung lemah. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan anak terhadap perdagangan manusia yang telah sejak lama marak terjadi.
Sebelum membahas mengenai perlindungan anak terhadap perdagangan manusia, maka terlebih dahulu diberikan pengertian mengenai anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah, ”Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang muncul sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ternyata juga telah mengatur mengenai perdagangan anak, yakni dalam Pasal 65 yang menyatakan ”Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian juga mengatur tentang perdagangan anak dan eksploitasi seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 88. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 83, disebutkan bahwa ”Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 88 menyatakan bahwa, ”Setiap orang yang mengekploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak     Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian, munculnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tidak hanya memberikan klausul mengenai perlindungan terhadap anak dari perdagangan dan eksploitasi, melainkan juga menjadikan tindakan tersebut sebagai tindakan pidana dengan adanya sanksi pidana.
Larangan perdagangan anak semakin dikukuhkan dengan munculnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 5 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah)”. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 6 berbunyi sebagai berikut,
“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)“.

Pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa tindakan perdagangan orang telah menjadi tindak pidana yang telah diatur sejak lama. Perdagangan orang, terutama perdagangan anak yang bertujuan untuk apapun juga termasuk tindak pidana, yang mana menimbulkan korban baik korban individual maupun masyarakat.
Kasus lainnya yang merupakan iklan kontroversial penayangan barang ilegal, yakni kasus penayangan iklan penjualan ginjal. Seorang pemuda bernama Fahmi pada Hari Senin (11/03/2013) memposting penjualan ginjalnya pada situs jual beli gratis kaskus.com dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)​[9]​. Hal tersebut tentunya juga menimbulkan suatu polemik dalam masyarakat, apakah memang ginjal yang merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia dapat bebas diperjual belikan atau tidak, terlebih dapat dengan mudah diiklankan dalam internet.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 64 ayat (3) menegaskan bahwasannya, “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun”. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 192 juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi yang melakukan kegiatan jual beli organ manusia yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan menjual ginjal merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum, karena ginjal adalah organ atau jaringan tubuh manusia.
Idealnya, seluruh media komunikasi pemasangan iklan yang dapat dipergunakan sebagai media pemasaran produk hendaknya dapat memberikan informasi secara benar, jujur, dan tidak menipu apalagi menyesatkan. Begitu pula penayangan iklan melalui internet yang dapat diakses dan dipergunakan oleh masyarakat umum dan menyediakan berbagai fasilitas didalamnya. Salah satu fasilitas tersebut adalah fasilitas yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha serta masyarakat luas untuk mengiklankan produk-produk ataupun barang-barang yang dimiliki. Penggunaan fasilitas menayangkan iklan tersebut seharusnya juga mengindahkan ketentuan-ketentuan pemasangang iklan yang baik, jujur, dan tidak menipu, serta menyesatkan, sebagaimana syarat iklan yang baik yang telah dijelaskan. Salah satu penjelasan mengenai syarat iklan dapat ditemukan dalam Undang-undang Perlindungan konsumen pada pasal 17, yang menyatakan bahwa Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a.	mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b.	mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c.	memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d.	tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e.	mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f.	melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Berdasarkan bentuk larangan iklan diatas, maka penjualan bayi dan penjualan ginjal, termasuk sebagai iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Hal tersebut disebabkan bahwa penjualan organ ginjal termasuk sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan etika. Etika dalam pengertiannya adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat​[10]​, dan telah jelas bahwa dalam peraturan perundang-undangan sekalipun, bahwa penjualan organ ginjal termasuk dalam pelanggaran. Penjualan bayi tidak jauh berbeda dengan penjualan organ dalam manusia seperti ginjal, yaitu melanggar etika, sebab penjualan bayi juga telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan bayi yang terjadi dilakukan oleh pihak selain wali, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar etika, melainkan juga mengeksploitasi seseorang tanpa seizin yang berwenang, yaitu wali atau keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, kedua perbuatan pemasangan iklan tersebut yakni perbuatan pemasangan iklan penjualan bayi dan perbuatan pemasangan iklan penjualan ginjal termasuk dalam pelanggaran, baik terhadap larangan bentuk iklan maupun peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut karena bukan tidak mungkin meskipun hanya dengan menggunakan media periklanan akan memicu timbulnya korban, baik korban secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai contoh, penayangan iklan penjualan bayi dan penjualan ginjal yang tayang melalui internet, bilamana hal tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka hal tersebut akan memicu berkembangnya tindak pidana modern lainnya yang menggunakan internet sebagai media kejahatan.
Mengenai dilarangnya perbuatan jual beli bayi dan ginjal telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, pasal-pasal larangan sebagaimana telah disebutkan di atas sudah menjelaskan bahwasannya pelaku penjualan anak dan penjualan ginjal akan dikenai hukuman. Namun mengenai pemasangan iklannya atau salah satu cara untuk menawarkannya melalui sarana internet yang harusnya diatur spesifik dalam UU ITE, ternyata belum diatur formal atau belum ada peraturan yang melarangnya. Padahal pemasangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana penjualan barang ilegal atau faktor pendorong terjadinya transaksi ilegal. Seperti iklan penawaran penjualan bayi, bilamana tidak mendapat perhatian dari aparat yang berwenang maka hal tersebut dapat saja mengakibatkan terjadinya tindak pidana penjualan orang atau yang biasa disebut human trafficking, begitu pula dengan iklan penawaran organ ginjal manusia bila hal tersebut dibiarkan begitu saja maka oleh masyarakat transaksi jual beli ginjal akan dianggap sebagai hal yang wajar untuk dilakukan, oleh karena itu merupakan hal yang penting untuk diaturnya larangan penayangan segala jenis iklan yang menawarkan barang ilegal pada setiap media periklanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum termasuk internet.
Hukum merupakan komponen sistem sosial yang dianggap paling efektif menyelesaikan problem sosial berupa kejahatan di masyarakat​[11]​. Perubahan masyarakat dapat memicu perubahan kejahatan yang notabene mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat pun harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.
Belum adanya atau tidak adanya pengaturan pemasangan iklan barang ilegal menyebabkan terlepasnya pelaku pemasangan iklan dari jerat hukum, mengingat untuk dapat memproses suatu perbuatan di persidangan harus berdasar pada asas legalitas, yakni suatu prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada peraturan yang melarangnya. Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Terdapat 2 (dua) fungsi asas legalitas, yang terdiri dari fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan​[12]​. Fungsi perlindungan bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Serta fungsi pembatasan yang tidak memperbolehkan pemerintah menuntut seseorang yang perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang.
Keberadaan asas legalitas dalam hal ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan organ ginjal tidak dapat dipidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Fungsi perlindungan dan pembatasan asas legalitas hanya diberikan pada pelaku tindak pidana. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan yang dilakukan tidak dilarang oleh undang-undang pidana walaupun perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat​[13]​, sedangkan korban dan masyarakat tidak diperhatikan kerugiannya.
Terhadap perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan organ ginjal tidak dapat dilakukan penuntutan, karena belum dinyatakan sebagai mala prohibita, yaitu perbuatan yang dapat dipidana​[14]​, walaupun menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu hendaknya ditambahkan pasal dalam UU ITE mengenai pengaturan yang melarang perbuatan menayangkan iklan barang ilegal agar terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum, karena perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan organ ginjal manusia merupakan perbuatan yang strafwaardig (patut dipidana) tetapi bukan strafbaar, karena tidak dilarang oleh undang-undang.
Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Sebagaimana perkembangan hukum yang dituntut sejajar dengan perkembangan masyarakat, maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib.
Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua pendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi, pada saat diundangkan, undang-undang tersebut seketika berhadapan dengan seribu macam masalah konkrit yang tidak terjangkau dan tidak terpikirkan pada saat pembahasan dan perumusan. Hal tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah, karena kenyataan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:​[15]​
1.	keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi dimasa yang akan datang.
2.	Kehidupan masyarakat mengalami perubahan sosial.
3.	Pada saat undang-undang diundangkan langsung “konservatif”.
Begitu pula dengan pengaturan segala aktivitas yang berlangsung di dunia maya. Kendati telah dibentuk UU ITE dengan banyak pertimbangan, namun pada perkembangannya muncul jenis kejahatan dengan modus operandi baru yang muncul di internet yang belum dapat teratasi dengan adanya UU ITE yang ada saat ini.
Setelah melalui perjalanan panjang semenjak tahun 1999, pada akhirnya RUU ITE disetujui menjadi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektonik (UU ITE) pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 maret 2008, yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 21 april 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan cyberspace di Indonesia. Pemikiran bahwa diperlukan pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di cyberspace dilandasi oleh 3(tiga) pemikiran utama, yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan cyberspace dikarenakan belum diakomodasikan secara memadai dalam regulasi yang telah ada, upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya variabel global, yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka (WTO/GATT).​[16]​
Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dinyatakan dalam pasal-pasal berikut:
1. 	konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE); 
2. 	akses ilegal (pasal 30); 
3. 	intersepsi ilegal (pasal 31); 
4. 	gangguan terhadap data (data interference, pasal 32 UU ITE); 
5. 	gangguan terhadap sistem (system interference, pasal 33 UU ITE); 
6. 	penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, pasal 34 UU ITE).
Maraknya situs-situs jual beli online yang menyediakan sarana kepada pengguna internet untuk memasang iklan barang-barang yang ingin dijual, menimbulkan celah untuk dilakukan penyimpangan terkait dengan barang-barang yang diiklankan. Barang-barang tersebut yakni mengiklankan barang yang ilegal, yang diantaranya yaitu orang dan organ dalam tubuh manusia berupa ginjal. Berkaitan dengan  hal tersebut, belum ada sanksi yang tegas terhadap pelakunya, dikarenakan memang tidak ada pengaturan yang tegas pula dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UU ITE. Sedangkan untuk menjerat seseorang untuk dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukan adalah dengan adanya aturan yang diatur sebagaimana bunyi dari asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.
Pada dasarnya keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat, dimana kepentingan-kepentingan yang timbul bisa bertentangan satu sama lain. Berdasar pada asas legalitas tersebut, maka menjadi hal yang perlu untuk mengatur kembali atau menambahkan pasal dalam UU ITE terkait dengan larangan mengiklankan barang-barang yang masuk kategori ilegal, seperti contoh pada penulisan ini yakni bayi dan ginjal. Untuk itu, hukum mengatur sedemikian rupa, sehingga dalam suatu lalu lintas kepentingan tidak saling bertentangan.
Bahwa pemasangan iklan melalui internet memiliki prosedur atau cara yang berbeda dari pada pemasangan iklan yang biasa atau proses jual beli biasa, terlebih dalam situs jual beli gratis. Bahwa terdapat beberapa pihak dalam penayangan iklan di internet, salah satunya adalah penyedia situs jual beli gratis, dimana seharusnya penyedia situs jual beli gratis memiliki otoritas atau kewenangan untuk memeriksa dan melakukan penyaringan terhadap iklan yang akan muncul di situsnya. Dengan demikian, pengaturan dalam ITE tidak hanya dibutuhkan untuk memberikan kategori kategori barang ilegal, melainkan juga memberikan petunjuk mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan menggunakan media internet.

3.2.	Perbuatan Menayangkan Iklan Penjualan Bayi Dan Organ Ginjal Melalui Internet Merupakan Tindak Pidana
Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul. Perbuatan yang menjadikan internet sebagai media untuk dilakukannya suatu tindak pidana dikenal dengan istilah cybercrime atau kejahatan dunia maya. Sebagaimana dalam laporan dokumen kongres PBB ke-10 di Wina tanggal 19 Juli 2000 yang menyebutkan kejahatan di dunia maya dalam arti luas merupakan setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara, atau dalam kaitannya dengan suatu sistem jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawar atau mendistribusikan informasi melalui jaringan pada sistem komputer.​[17]​
Penayangan iklan penjualan bayi dan ginjal melalui internet dapat dikategorikan sebagai cybercrime. Perbuatan yang dilakukan masuk dalam kategori illegal contents berdasar jenis-jenis cybercrime menurut pendapat seorang ahli Ari Juliano Gema yaitu, memasukan konten ilegal berupa data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum​[18]​.
Cybercrime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat, dan negara. Jenis kejahatan ini (cybercrime) tidak tepat jika disebut sebagai ‘crime without victim’ atau kejahatan tanpa korban, tetapi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis baik secara privat maupun publik. Hak privat dapat terancam, terganggu, bahkan rusak dan hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operandi yang tergolong dalam cybercrime. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan dalam UU ITE untuk memberikan pengaturan mengenai larangan menayangkan iklan barang ilegal yang dapat memicu timbulnya tindak pidana lain.
Suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana.  Menurut Moeljatno “ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.
Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya perbuatan pidana harus berdasarkan asas legalitas (Principle of legality), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Sehingga meskipun telah terdapat UU ITE yang mengatur lalu lintas para pengguna internet dalam melakukan segala aktivitasnya di dunia maya, hendaknya ditambahkan pasal larangan untuk melakukan segala jenis periklanan barang-barang yang oleh hukum dilarang untuk diperjual belikan.	
Perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ dalam hendaknya diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana karena perbuatan tersebut merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.​[19]​ Sehingga dapat dikatakan bahwasannya perbuatan tersebut dapat dikriminalisasi, yakni penetapan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.​[20]​
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana bilamana telah memenuhi unsur-unsur berikut dibawah ini :
Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:
a.	Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
b.	Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c.	Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d.	Unsur melawan hukum

Sedangkan Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
a.	Diancam dengan pidana oleh hukum
b.	Bertentangan dengan hukum
c.	Dilakukan oleh orang yang bersalah 
d.	Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
a.	Adanya subyek
b.	Adanya aturan yang dilanggar
c.	Kesalahan / pertanggung jawaban
d.	Bersifat melawan hukum

Bahwa perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan ginjal dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni:
Unsur subyek : subyek dari tindak pidana terdiri dari perseorangan dan korporasi. Dalam hal ini yang menjadi subyek penayangan iklan penjualan bayi dan ginjal adalah perseorangan, yaitu Farkhan dan Fahmi Rahardiansyah. Dimana  subyek penayangan iklan penjualan bayi dan ginjal merupakan seorang dewasa yang sudah cakap hukum dan mampu bertanggung jawab serta dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dikehendaki dan menimbulkan akibat melawan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
Unsur aturan yang dilanggar : Seperti telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan menjual orang yang termasuk bayi di dalamnya yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak asasi manusia, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Serta pengaturan mengenai larangan perbuatan memperdagangkan organ tubuh manusia diatur pada Undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
	Bahwa perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan ginjal merupakan perbuatan yang dilakukan dengan keadaan sadar dan oleh orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah ada niat dan dengan sengaja melakukan penayangan iklan penjualan bayi dan ginjal. Dan terhadap niat yang telah dilakukan oleh para pelaku dapat dikatakan telah melakukan percobaan tindak pidana yaitu dengan melakukan kegiatan periklanan, yang mana menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan kegiatan penawaran yang menjadi awal dari kegiatan jual beli melalui situs jual beli gratis. Berdasarkan teori kesengajaan, apabila seseorang melakukan perbuatan maka bukan hanya perbuatan itu saja yang dikehendakinya, tetapi juga akibat dari perbuatan tersebut. Jika ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu, orang itu tidak akan melakukannya.
Kesalahan/ pertanggung jawaban: bahwa pelaku pemasangan iklan penjualan bayi dan ginjal tahu bahwa perbuatannya dilarang. Dimana telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan penjualan orang dan organ tubuh manusia. Berdasarkan fictie hukum menyebutkan bahwa setelah Undang-undang disahkan maka semua orang dianggap tahu. Di samping itu, dalam unsur kesalahan pelaku harus bebas kehendak, dan dalam dua perkara yang telah menjadi contoh di atas, pelaku tidak memiliki tekanan dari siapapun, sehingga pelaku dapat dikatakan bebas kehendak.
Unsur Melawan hukum: Bahwa pelaku penayangan iklan penjualan orang dan organ dalam di internet melalui situs jual beli gratis, merupakan orang yang mempunyai kemampuan menggunakan internet sehingga berpeluang untuk dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan internet. Pelaku penayangan iklan penjualan orang dan organ dalam manusia telah mengetahui dengan benar, bahwa perbuatan yang dilakukan tentunya dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat, karena apa yang telah diakses di internet dapat dilihat oleh seluruh pengguna internet.
Bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penjualan orang dan organ tubuh manusia, sehingga perbuatan menayangkan iklan penjualan orang dan organ dalam memenuhi unsur melawan hukum. Sehingga dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya. Hal tersebut dikarenakan niat untuk menawarkan bayi dan ginjal memberikan indikasi akan terjadinya transaksi jual beli ilegal.
	Sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada beberapa Alasan atau argumentasi yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya yaitu : Pertama  penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi,
"Yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana",

Hakikatnya penjelasan pasal tersebut memperluas kategori unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana, tidak lagi sebagai formele wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele wederrechtelijkheid. Konsekuensi logisnya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil dalam pengertian bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela sehingga telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan dalam masyarakat maka dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum (wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rectsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup menjadi kriteria perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, meskipun hanya dikaji dari perspektif secara materiil. Konsekuensi logis penjelasan Undang-undang tersebut telah melahirkan norma baru karena digunakan ukuran tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.
Adanya perbuatan penayangan iklan penjualan orang dan organ dalam manusia yang terdapat dalam iklan penjualan melalui media internet apabila di analisa adalah suatu perbuatan yang tercela atau tidak etis sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum materiil. Oleh karena itu, meskipun perbuatan penayangan iklan penjualan orang dan organ dalam manusia  melalui media internet tidak diatur dalam UU ITE namun, perbuatan tersebut tetap merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet merupakan bagian dari tindak pidana, karena didalamnya mengandung niat yang tidak baik dan melawan hukum yang membantu akan terjadinya transaksi ilegal yakni jual beli orang dan organ dalam manusia melalui iklan pada situs jual beli gratis. Mengenai konsekuensi logis dari tidak diaturnya perbuatan penayangan iklan penjualan orang dan organ dalam manusia melalui media internet maka seharusnya ditambahkan pasal dalam UU ITE tentang ketentuan pidana terhadap setiap orang yang menayangkan iklan tentang suatu barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Simpulan
Perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjek, unsur  aturan yang dilanggar, unsur kesalahan, serta unsur melawan hukum.
Perbuatan penayangan iklan penjualan bayi dan organ ginjal melalui internet melalui situs jual beli gratis merupakan perbuatan yang memicu terjadinya tindak pidana. Hal tersebut disebabkan :
1.	Perbuatan menawarkan dan mengiklankan yang telah dilakukan mengindikasikan akan terjadinya transaksi ilegal yaitu transaksi penjualan bayi dan organ ginjal, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai pidana. 
2.	Perbuatan menayangkan iklan penjualan bayi dan organ ginjal di internet dapat dikategorikan sebagai cybercrime, karena telah memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak etis, dan melanggar hukum serta ketertiban umum.
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